
BUPATI BUTON UTARA 
PROVINSI  SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR 1 1  TA HUN 2 0 1 8  

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) 
Pera tu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  ten tang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang 
Desa dan Pasal 1 8  ayat ( 1 )  Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2 0 1 7  ten tang Penetapan prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 20 18 ,  perlu menetapkan Peraturan Bupati 
ten tang Pedoman Teknis Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten 
Buton Utara Tahun Anggaran 2018 ;  

1. Pasal 18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;  

5 .  Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norn or 4400 ) ;  

6 .  Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4690 ) ;  



7 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2 0 1 5  
N  omor 58, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik 
IndonesiaNomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;  

1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2 0 1 5  tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2 0 1 4  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4  tentang Desa(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 1 1 5 7 ) ;  

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1 2 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 2 0 1 4  
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2093 ) ;  

1 3 .  Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 
Tahun 2 0 1 1  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 5 ) ;  

14 .  Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 10 

Tahun 2 0 1 2  tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012  
Nomor 10 ) ;  

1 5 .  Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 
Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016  Nomor 6); 

16 .  Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 
Tahun 2 0 1 8  tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2 0 1 8  
(Lembaran Daerah Kabupaten Bu ton Utara Tahun 2 0 1 8  
Nomor 1 ) ;  

1 7 .  Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 20 16 Nomor 35) ;  



18 .  Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 41  Tahun 2017  
ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 
Anggaran 2018  (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2017  Nomor 4 1 ) ;  

19 .  Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2018  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018  
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018  
Nomor 1 ) ;  

MEMUTUSKAN: 
l  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2 0 1 8 .  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2 .  Pemerintah Propinsi adalah Gubemur beserta Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 
4 .  Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan. 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten Buton Utara. 
6 .  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usu l ,  dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihorrnati 
dalam sistem Pemerintahan Kabu paten Buton Utara. 

7 .  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerin tahan Desa. 

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

9.  Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau 
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat. 



I . 

10 .  Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan 
oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang 
muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

1 1 .  Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak 
lainnya yang sah. 

1 2 .  Sadan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa Pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

13 .  Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang 
bergerak dan barang tidak bergerak. 

14.  Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permus 
awaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

15 .  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

16 .  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia . 

17 .  Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-sebasamya kesejahteraan masyarakt Desa 

18 .  Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Desa. 

19 .  Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan,sikap, keterampilan, perilaku,kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumbe rdaya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dampen dampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

20 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN, adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan Negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

2 1 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 
disetujui Oleh Dewan Perwakilan Daerah. 

22 .  Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, yang selanjutnya 
disingkat RPJM Desa , adalah Dokumen perencanaan Desa untuk 
Periode 6 (enam) tahun .  

23 .  Rencana Kerja Pemerintah Desa , yang selanjutnya disebut RKP Desa, 
adalah Dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun . 

24 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingka APB 
Desa adalah Rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. 

25.  Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Pilihan kegiatan yang di 
dahulukan dan diutamakan pada pilihan kegiatan lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 



BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANO LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi 
Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal3 

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah : 
a. sebagai pedoman pemerintah desa dalam menentukan program dan 

kegiatan penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan 
lokal berskala desa yang dibiayai oleh Dana Desa; 

b. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam 
melaksanakan program dan kegiatan; 

c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 
menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan 

d . memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 

Bagian Ketiga 
Prinsip 

Pasal 4 

( 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang 
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip; 

a. Keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga 
desa tanpa membeda-bedakan; 

b .  Kebutuhan Prioritas dengan mendahulukan kepentingan desa yang 
lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan sebagian besar 
masyarakat desa; 

c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul 
dan kewenangn lokal berskala Desa; 

d .  Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyrakat 
e . Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan 

pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam 
Desa, mengu tamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa 
dan kearifan lokal; dan 

f. Tipologi Desa,dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi 
desa yang khas, serta peru bahan a tau perkembangan kemajuan desa. 



Bagian Keempat 
Ruang Lingkup 

Pasal 5 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi seluruh Desa definitif dalam 
wilayah Kabupaten Buton Utara. 

BABIII  
PENYALURAN 

Pasal 6 

( 1 )  Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD); 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening 
Kas Desa (RKD) dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah Dana 
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan telah 
dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan 
se bagai beriku t : 
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga 

bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen); 
b .  Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu ke empat 

bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan 
c .  Tahap III paling cept bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen); 

(4) Penyaluran dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dilaksanakana setelah Bupati menerima dokumen persyaratan 
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Tahap 1 berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa; 
b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnyan dari Kepala Desa; dan 
c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. 

BAB IV 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 7 

( 1 )  Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program 
dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain 
bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan 
BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung dan sarana olahraga Desa 
sesuai dengan kewenangan Desa. 

(4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa 
Bersama. 

(5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l)wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di 
ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. 



Bagian Kesatu 
Bidang Pembangunan Desa 

Pasal 8 

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,peningkatan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas 
penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan 
Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain: 
a. Pengadaan,pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 
l. lingkungan pemukiman; 
2 .  transportasi; 
3 .  energi;dan 
4. informasi dan komunikasi. , 

b. Pengadaan, pembangunan,pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 
1 .  Kesehatan Masyarakat; dan 
2 .  Pendidikan dan kebudayaan; 

c .  Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa,meliputi; 
1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan Pangan; 
2 .  Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produktif, 

distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan; dan 

3 .  Meliputi usaha non ekonomi pertanian berskala produktif meliputi 
aspek produksi, distribusi pemasaran yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk ungguan Desa dan/atau 
produk unggulan Kawasan perdesaan; 

d. Pengadaan, pembangu nan , pengem b angan ,  dan pemeliharaan sarana 
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan;  
1 .  Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 

2 .  Penanganan Bencana alam;  dan 
3 .  Pelestarian lingkungan h i d u p ;  

e .  Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan 
dalam Musyawaraha Desa. 

Bagi an Ked ua 
Bida ng Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Pasal 9 

( 1 )  Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang 
pemebrdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas masayarakat Desa dengan mendayagunakan 
potensi sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya 
secara mandiri. 

(2) Kegiatan Pemberdayaan masayarakat Desa sebagaimana dimaksud apda 
ayat ( 1 )  diprioritaskan meliputi : 
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pemabangunan Desa; 



b. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, 
pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

c .  Pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa; 
e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang 

pendiddikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 
pemberdayaan masyarakat Desa Penyandang disabilitas; 

f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 
g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan 

penanganannya; 
h .  Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif 

yang dikelola oleh BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama; 
i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, 

koperasi dan / a tau lembaga ekonomi masyarakat lainnya; 
j .  Pengembangan kerja sama antar dan kerja sama Desa dengan pihak 

ketiga ;dan 
k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai 

dengan analisa kebutuhan Deas ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 
(3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

'v diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa. 
(4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja 
sama anatar Desa. 

BAB V 
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 10  

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian 
dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuia dengan kewenangan Desa 
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten / kota. 

Pasal 1 1  

( 1 )  Penggunaan Dana Desa untuk Prioritas bidang pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati 
dan diputuskan melalui Musyawarah Desa 

(2) Hasil keputusan Musayawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dsn 
APB Desa. 

(3) Pen eta pan prioritas penggu naan Dana Desa dilaksanakan dalam 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah desa. 

(4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan Informasi tentang 
pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .  

(5) Rencana kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa . 



BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12  

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan 
Dana D e s a :  

a. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa 30% dana yang 
tersedia akan diberikan untuk upah masyarakat sebagai bentuk 
keterlibatan masyarakat melalui Padat Karya Tunai; 

b. Untuk pelaksanaan Kegiatan termasuk Pengadaan Barang/Jasa, dan 
Disain RAB di Desa yang dianggarkan dengan Dana Desa dibentuk Tim 
Pengelola Kegiatan dan Kader Teknik ; 

c. Penetapan Kader Teknik adalah salah Satu Anggota Tim Pelaksana 

Kegiatan (TPK), dan Penetapan 

ayat (2 ) ,  dilaksanakan sesuai 
tentang Tata Cara Pengadaan 

g. 

f. 

e. 

Kegiatan; 
d .  Tata cara pembentukan Tim Pelaksana 

Kader Teknik, sebagaimana dimaksud 
dengan Peraturan Bupati Buton Utara 
Barang/ J asa di Desa; 
Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada Tim Pelaksana 
Kegiatan (TPK) dan Kader Teknik; 
Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (4) ,  diberikan untuk 
Pembuatan Disain RAB dan pengadaan Barang/Jasa; 
Besaran biaya operasional Kader Teknik dan Tim Pelaksana Kegiatan 
(TPK) untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan Desa; 
h. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan digunakan untuk :  

a. Biaya ATK dan Penggandaan/cetak maksimal 1 , 5  %; 
b. Biaya makan/minum rapat maksimal 0,5 % 
c. Biaya Operasional TPK maksimal 1 , 5 % ;  
d . Kader Teknik maksimal 1 , 7  %  

e. Biaya Papan Proyek dan Prasasti 0,3 % dari pagu anggaran peritem 
kegiatan. 

1. Biaya operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kader Teknik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c huruf d dan huruf e diatas 
bersumber dari pagu anggaran kegiatan dimaksud, maksimal 3,5 % (tiga 
perseratus); 

j .  Biaya operasional Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) huruf a, dan huruf b di atas bersumber dari operasional 
Pemerintahan Desa, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 
Bupati Buton Utara tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 
maksimal 2 % (dua perseratus) setiap kegiatan dimaksud; 

k. Besaran Operasional TPK, Kader Teknik, ditetapkan oleh Kepala Desa 
dengan Kepu tusan Kepala Desa . 



Pasal 13 

(1 )  Dalam menjalankan fungsi Pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 2 ,  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
menyediakan Pendampingan dan Fasilitasi 

(2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaiaman dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan 
pemeberdayaan masyarakat dan Desa, ditingkat daerah kabupaten/kota. 

Pasal 14 

( 1 )  Dalam rangka pelaksanaan Pernbinaan dan pengawasan, bupati/walikota 
menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa 

(2) Pemantauan dan Evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat dilimpahkan kepada Oraganisasi perangkat 
daerah yang menangani urusan pernerintahan bidang Pemberdayaan 
masayarakat dan Desa. 

(3) Camat atau sebutan lain rnelakukan tugas pembinaan dan pengawasan 
dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi 
penyusunan perencanaan pernbangunan partisipatif dan program 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

(4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas 
pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana desa, dibahas dalam 
Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku 
secara Berkala. 

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan penialan oleh Organisasi Perangakat Daerah yang berwenang 
dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

BAB VII 
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 1 5  

(1 )  Pemerintah Desa rnenyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan 
Dana Desa disertai dengan Softcopy kertas kerja perhitungan Dana Desa 
setiap desa kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang 
berwenang dalam Hal Ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  disusun sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri rnelalui Peraturan Bupati Buton Utara 

(3) Penyampaian Laporan Penetapan prioritas penggunaan dana Desa 
sebagaiaman dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak APB Desa ditetapkan 



BAB VIII 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 16 

( 1 )  Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan 
prioritas penggunaan Dana desa yang akuntal dan transparan dengan 
cara: 
a. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan 

Dana Desa; 
b. Melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan 

prioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan/ atau 

c. Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana 
Desa. 

(2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a dilakukan melalui : 
a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat 
pengaduan call Center; 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang 

- menangani Dana Desa, Short Massage Service; 0812 8899 0040/0877 
8899 0040, Facebook: kemedesa .1 /Twitter: Kemebdesa;dan/atau 

b .  Website Layanan Aspirasi dan Penggaduan Online Rakyat (LAPOR) yang 
dikembangan oleh Kantor Staf Presiden. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 1 7  

( 1 )  Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk 
program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, 
diuraikan dalam Permendesa Nomor 19  Tahun 2 0 1 7  ten tang Penetapan 
Prioritas Usulan Penggunaan Dana Desa Tahun 2 0 1 8  yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati yang berdasarkan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
transmigrasi. 

(2) Ketentuan Lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana Desa 
diuraikan dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2 0 1 7  ten tang Penetapan 
Prioritas Usulan Penggunaan Dana Desa Tahun 2 0 1 8 .  
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BAB X 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 1 8  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton 
Utara. 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal % - 3  2 0 1 8  

BUPATI BUTON UTARA, 

H. ABU HASAN 

/ 

Ass. ] 

BAGIAN HUKUM 

PARAF KOORDINASI  

SEKRETARIS DAERAH 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal G - 3 -  2 0 1 8  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA, 

SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2 0 1 8  NOMOR fl  



q 

BABX 
KETENTU AN PENUTUP 

Pasal 18  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2 0 1 8 .  

Agar setiap orang mengetah uinya, memerin tahkan pengundangan Pera tu ran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Buton Utara. 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal 6 - 3 -  2 0 1 8  

BUPATI BUTON UTARA, 

H. ABU HASAN 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal G -  3 -  2018  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018  NOMOR ti 



. f  4 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA A 

NOMOR : I I  TAHurY 20, 
TANGOAL : G - 3  THU\ 2ONO 

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018, 

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI 

PENETAPAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 

KEGLATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIORITAS 

PELAKSAAAN PEMBANGUNAN DESA 

PE MBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN 

PEMBINAAN MASYARAKAT 
INFRASTRUK TUR DESA PELA YANAN SO6LAL DESA USAHA EKONOMI DESA PELESTARIAN LINOKUNGAN HIDUP DES.A 

No 
PROVINSI, KABUPATEN, 

KE CAMATAN, DESA 
HASIL KEGLATA HASIL KEGLATA HASIL KEOIATA HASIL KEGLATAN HASIL KEGLATAN 

HASIL KEOLATAN 
HASUL KEGLATAN 

SE SUAI VOLUME BLAYA SESUAI VOLUME BLAYA SESUAI VOLUME BLAYA SE SUAI VOLUME BLAYA SEUAI VOLUME BLAYA VOLUME BLAYA SE SUAI VOLUME BUAYA 
PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS 

SESUAI PRIORITAS 
PRIORITAS 

1 SULTRA 

BUTON UTARA 

KLISUSU 

DESA 

1 

JUMLAH 

2018 

KEPALA DESA 

PARAF KOORDINASI 

SEKRETARIS DAERAH C, 

ASS. r 7) 
BAGIAN HUKUM l 
DMD 'w 

( ) 

BUPATI BUTON UTARA, 

H. ABU HASAN 


